Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Memeriksa,
Mengadili Dan Memutus Upaya K eberatan Prajurit TNI Atas Keputusan
TataUsaha Militer. = The jurisdiction of the Military administrative
court in examining, adjudicating and deciding upon the objection of the
soldiers to military administrative decision.

Sandro, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=9999920531446& | okasi=lokal

Tesisini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer
dalam memeriksa, mengadili dan memutus upaya keberatan Prajurit TNI atas Keputusan Tata Usaha Militer.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa mekanisme proses penyel esaian sengketa tata usaha militer
tidak berjalan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer. Tidak berjalannya mekanisme tersebut mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum
yang berimplikasi negatif terhadap penegakan hukum tata usaha militer di Indonesia dan berindikasi pada
pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan
hukum acara tata usaha militer.

...... Thisthesis aims to describe and adhere to the jurisdiction of the Military Administrative Court, in order
to examine, adjudicate and decide upon the objection of the soldiers to military administrative decision.
Based on the results of research shows that the mechanism for the process of settling the military
administrative disputes does not work as stated in The Act Number 31 of 1997 concerning on Military
Justice. The mechanism that is not work lead to injustice and legal uncertainty that has negative implications
on the law enforcement of Indonesian military administrative law and violation of human rights. Therefore,
it is necessary to issue a State Governance Regulation to enforce the procedural law of military
administration law.</em></p>
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